
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR \3>1 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA 
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAT RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang a. bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2 0 2 1 , kedudukan , 
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja 
Perangkat Daerah d i a tu r lebih lan ju t dengan Peraturan 
Bupat i ; 

b. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a diatas, maka per lu menetapkan Peraturan 
Bupat i tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilat 
Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa ka l i d iubah te rakh i r dengan Undang-Undang 
Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 Lembaran Negara T a h u n 2016 Nomor 114, Tamhahan 
Lembaran Negara Nomor 5887); 



4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 
Nomor 4) sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2021 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN 
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAT RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya 

dis ingkat DPRD adalah lembaga perwaki lan rakyat Daerah yang 
berkedudukan sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 
6. Sekretariat Dewan Perwakilat Rakyat Daerah selanjutnya dis ingkat 

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakj'at Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 2 

(1) Sekretaris DPRD da lam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional 
bertanggungjawab kepada p imp inan DPRD dan secara admin is t ra t i f berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupa t i mela lu i Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretariat DPRD d ip imp in oleh Sekretaris DPRD. 

Pasal 3 

Sekretariat DPRD mempunya i tugas membantu member ikan layanan 
adminis t ras i terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD yang me l iput i 
pelayanan adminis t ras i u m u m , persidangan dan perundang-undangan, serta 
keuangan. 



Pasal 4 

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 3, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan adminis t ras i kesekretr iatan DPRD; 
b. pemberian d u k u n g a n layanan adminis t ras i u m u m DPRD; 
c. pemberian d u k u n g a n layanan adminis t ras i persidangan DPRD; 
d. pemberian d u k u n g a n layanan admin is t ras i keuangan DPRD; 
e. penyelenggaraan d u k u n g a n pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam ba l 

penyusiman Peraturan Daerah, penganggaran dan pengawasan; 
f. penyelenggaraan koordinasi dan fasil itasi penyediaan tenaga ah l i yang 

d iper lukan oleh DPRD da laun melaksanakan fungsinya sesuai dengan 
kebu tuhan ; dan 

g. pelaksanaan tugas l a in sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang 
ber laku. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terd i r i dar i : 
a. Bagian U m u m ; 
b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; 
c. Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan; dan 
d. Bagian Keuangan. 

BAB III 
BAGIAN UMUM 

Pasal 6 

(1) Bagian U m u m berada d i bawah dan ber tanggung jawab kepada Sekretaris 
DPRD. 

(2) Bagian U m u m d ip imp in oleh Kepala Bagian. 

Pasal 7 

Bagian U m u m mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD 
d i b idang admin is t ras i u m u m . 

Pasal 8 

Bagian U m u m dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
7, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan tata usaha dan pengelolaan admin is t ras i kepegawaian; 
b. penyelenggaraan dan pengeleloaan r u m a h tangga; 
c. penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan perlengkapan; 
d. pelaksanaan surat menyurat , dan kearsipan; dan 
e. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 

Bagian U m u m , terd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan 
c. Sub Bagian Perlengkapan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berada d i bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian U m u m . 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian d ip imp in oleh Kepala Sub 
Bagian. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bagian U m u m yang terkai t dengan tata 
usaha dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun dan mengendal ikan program kerja Sub Bagian Tata Usaha 

dan Kepegawaian; 
b. menyusun perencanaan kebu tuhan tata usaha dan kepegawaian 

Sekretariat DPRD; 
c. melaksanakan surat -menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD 

dan p imp inan DPRD; 
d. melaksanakan kearsipan; 
e. menyusun adminis t ras i kepegawaian; 
f. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administras i 

kepegawaian; 
g. menyiapkan bahan admin is t ras i kepegawaian; 
h . menganalisis k ebu tuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahl i ; 
i . memfasi l i tasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD; 

j . menyiapkan bahan admin is t ras i pembuatan daftar U r u t kepangkatan 
dan formasi pegawai; dan 

k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian u m u m . 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Rumah Tangga 

Pasal 12 

(1) 

(2) 

Sub Bagian Rumah Tangga berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian U m u m . 
Sub Bagian Rumah Tangga d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 



Pasal 13 

Sub Bagian Rumah Tangga, mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bagian U m u m yang terka i t dengan pelayanan r u m a h tangga. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun dan mengendal ikan program kerja Rumah Tangga; 
b. menyusun perencanaan kebu tuhan r u m a h tangga DPRD dan 

Sekretariat DPRD; 
c. melaksanakan pemel iharaan kebersihan kantor , r u m a h dinas, dan 

Sekretariat DPRD; 
d. mengelola dan memel ihara kebu tuhan r u m a h tangga DPRD dan 

Sekretariat DPRD; 
e. melaksanakan pengelolaan keamanan kantor , r u m a h dinas, dan 

Sekretariat DPRD; 
f. memfasi l i tasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan; dan 
g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Sub Bagian Perlengkapan 

Pasal 14 

Sub Bagian Perlengkapan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian U m u m . 
Sub Bagian Perlengkapan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 15 

Sub Bagian Perlengkapan, mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bagian U m u m terka i t dengan perlengkapan. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. meny iapkan bahan perencanan program kegiatan perlengkapan; 
b. melaksanakan pengadaan barang dan jasa kebu tuhan perlengkapan 

DPRD dan Sekretariat DPRD; 
c. mend is t r ibus ikan dan pengendalian bahan perlengkapan; 
d. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan alat-alat dan 

perlengkapan; 
e. mengelola barang u n t u k keper luan DPRD dan Sekretariat DPRD; 
f. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas 

d i Sekretariat DPRD; 
g. melaksanakan pemel iharaan sarana, prasarana dan gedung; 
h . mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi u n t u k 

keper luan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan 
i . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 



BAB IV 
BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 16 

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. 

(2) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan d ip imp in oleh Kepala 
Bagian. 

Pasal 17 

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat DPRD yang me l iput i manajemen tata kelola 
persidangan dan r isa lah, fasil itasi ka j ian perundang-undangan, dan pengelolaan 
kehumasan, protokol , dan pub l ikas i . 

Pasal 18 

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan r isalah rapat, persidangan, dan u rusan adminis tras i ; 
b. penyiapan bahan kaj ian perundang-undangan; 
c. pengelolaan kehumasan, dokumentas i , dan protokol ; dan 
d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 19 

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; 
b. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan; dan 
c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publ ikasi . 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Persidangan dan Risalah 

Pasal 20 

(1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. 

(2) Sub Bagicin Persidangan dan Risalah d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 21 

(1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
20, mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Persidangan 
dan Perundang-Undangan terka i t dengan persidangan dan r isa lah. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyiapkan dan merencanakan program, j adwa l rapat, dan sidang; 
b. meny iapkan mater i dan bahan rapat DPRD; 



c. menyusun risalah, no tu len , resume, dan catatan rapat-rapat; 
d. memfasi l i tasi rapat-rapat alat kelengkapan dan rapat pa r ipurna DPRD; 
e. merencanakan dan menyusun agenda kegiatan DPRD; 
f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

persidangan; 
g. memfasi l i tasi dan mengadminis t ras ikan kegiatan kun jungan kerja 

DPRD, serta menyusun laporan has i l k un jungan kerja DPRD; 
h . menyusun laporan pelaksanaan tugas Persidangan dan Risalah; dan 
i . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Kajian Perundang-undangan 

Pasal 22 

(1) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-
Undangan. 

(2) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan d ip imp in oleh Kepala Sub 
Bagian. 

Pasal 23 

(1) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 22, mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian 
Persidangan dan Perundang-Undangan terka i t dengan kaj ian perundang-
undangan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. meny iapkan bahan perencanaan program kegiatan kaj ian perundang-

undangan; 
b. menyiapkan bahan dan a tu ran kaj ian perundang-undangan sebagai 

referensi; 
c. memfasi l i tasi dan menyiapkan bahan penyusunan naskah akademik 

dan rancangan pera turan daerah; 
d. memfasi l i tasi bahan koordinasi dan menyiapkan penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah atas hak in is ia t i f DPRD; 
e. meny iapkan bahan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan 

P impinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DRPD dan Perjanjian 
Kerjasama; 

f. menyusun bahan notulens i has i l rapat ka j ian perundang-undangan; 
g. meny iapkan penyelenggaraan pergant ian antar w a k t u ; 
h . memfasi l i tasi proses pengangkatan dan pemberhentian Bupat i dan 

Waki l Bupa t i ; 
i . melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kajian 

Perundang-Undangan; 
j . menyusun laporan pelaksanaan tugas Kajian Perundang- Undangan; 

dan 
k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 



Bagian Kelima 
Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi 

Pasal 24 

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publ ikasi berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-
Undangan. 
Sub Bagian Humas, Protokol dan Publ ikasi d ip imp in oleh Kepala Sub 
Bagian. 

Pasal 25 

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publ ikasi sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 24, mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian 
Persidangan dan Perundang-Undangan yang terkai t dengan humas, 
protokol dan publ ikas i . 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun dan mengendal ikan program kerja Humas, Protokol dan 

Publ ikasi ; 
b. meny iapkan bahan perencanaan program kegiatan Humas, Protokol 

dan Publ ikasi ; 
c. menyusun bahan komun ikas i dan publ ikas i , penataan secara 

sistematis atas Produk H u k u m dan hasi l persidangan serta naskah-
naskah dinas yang la in ; 

d. melaksanakan sistem j a r ingan dokumentas i dan informasi h u k u m ; 
e. menyusun bahan dan merencanakan keprotokolan p imp inan DPRD; 
f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan humas, 

protokol dan publ ikas i ; 
g. meny iapkan dan melaksanakan kegiatan pe lant ikan anggota DPRD; 
h. meny iapkan dan melaksanakan kegiatan serah ter ima jabatan Bupat i 

dan Waki l Bupat i ; 
i . menyusun sambutan p imp inan DPRD; 

j . menyusun dan melaksanakan pengelolaan media cetak, e lektronik, dan 
media onl ine; 

k. melaksanakan dokumentas i , penataan secara sistematis atas segala 
produk h u k u m , balk dar i pemer intah daerah, provinsi , dan pusat dan 
has i l persidangan, serta naskah dinas yang la in ; 

1. mengkoordinir dan mendokumentas ikan laporan hasi l kun jungan kerja 
DPRD; 

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Humas , Protokol dan Publ ikasi ; 
dan 

n . melaksanakan tugas Isiin yang d iber ikan oleh Kepala Bagian sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

BAB V 
BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 26 

Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan berada d i bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. 
Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan d ip imp in oleh Kepala 
Bagian 



Pasal 27 

Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan melaksanakan sebagian tugas 
Sekretariat DPRD yang me l iput i fasi l itasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, 
dan Kerjasama, dan aspirasi. 

Pasal 28 

Bagian Fasil i tasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan d u k u n g a n bahan DPRD da lam penyelenggeraan fungsi 

penganggaran; 
b. Penyiapan d u k u n g a n bahan DPRD dalam penyeleggaraan fungsi 

pengawasan; 
c. Pengelolaan dan fasil itasi kerjasama dan penjaringan aspirasi DPRD; dan 
d. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Sekretaris DPRD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 29 

Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan, te rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Fasil i tasi Penganggaran; 
b. Sub Bagian Fasil itasi Pengawasan; dan 
c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi . 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran 

Pasal 30 

(1) Sub Bagian Fasil itasi Penganggaran berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Fasi l i tasi Penganggaran dan Pengawasan. 

(2) Sub Bagian Fasil itasi Penganggaran d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 31 

(1) Sub Bagian Fasil itasi Penganggaran, mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Fasi l i tasi Penganggaran dan Pengawasan terkai t 
dengan fasil itasi penganggaran. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. merencanakan pembahasan Kebi jakan U m u m Anggaran (KUA) Prioritas 

Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 
b. menyusun bahan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD); 
c. menyusun bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD); 

d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 
enam bu lan ber ikutnya ; 

e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban 
kepala daerah; 



f. menyusun bahan pembahasan terhadap t indak lan jut hasi l 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republ ik Indonesia (BPK Rl); 

g. menyusun laporan pelaksanaan tugas fasil itasi penganggaran; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan 

Pasal 32 

(1) Sub Bagian Fasil i tasi Pengawasan berada d i bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bagian Fasi l i tasi Penganggaran dan Pengawasan. 

(2) Sub Bagian Fasil i tasi Pengawasan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 33 

(1) Sub Bagian Fasil i tasi Pengawasan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 32, 
mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Fasil itasi 
Penganggaran dan Pengawasan terka i t dengan fasil itasi pengawasan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun program kegiatan Fasil i tasi Pengawasan; 
b. mengkaji u lang r u m u s a n rapat da lam rangka pengawasan; 
c. menganalisis bahan da lam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; 
d. menganalisis bahan d u k u n g a n pengawasan penggunaan anggaran; 
e. mengkoordinasikan dan menyusun laporan has i l pengawasan DPRD; 
f. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebi jakan; 
g. menyusun laporan pelaksanaan tugas fasil itasi pengawasan; dan 
h. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi 

Pasal 34 

(1) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi berada d ibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Fasi l i tasi Penganggaran dan Pengawasan. 

(2) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi d i p imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 35 

(1) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
34, mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Fasil itasi 
Penganggaran dan Pengawasan terka i t dengan kerjasama dan aspirasi. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun program kegiatan d i b idang kerjasama dan aspirasi ; 
b. memfasi l i tasi reses DPRD; 
c. merencanakan kegiatan hearing /atau dialog dengan pejabat 

pemer intah dan masyarakat; 
d. menganalisis data /atau bahan d u k u n g a n j a r ingan aspirasi; 
e. menyusun pokok-pokok p i k i r an DPRD dan hasi l hearing dengan 

Perangkat Daerah; 
f. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dengan p ihak la in ; 
g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kerjasama dan Aspirasi; dan 



h. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

BAB VI 
BAGIAN KEUANGAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 36 

(1) Bagian Keuangan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris DPRD. 

(2) Bagian Keuangan d ip imp in oleh Kepala Bagian 

Pasal 37 

Bagian Keuangan melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD yang mel iput i 
perencanaan dan penganggaran, akun tans i dan pelaporan, dan verif ikasi. 

Pasal 38 

Bagian Keuangan da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada Pasal 
37, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan penyusunem rencana anggaran dan belanja DPRD dan 

Sekretariat DPRD; 
b. penyiapan bahan pelaporan dan akun tans i keuangan Sekretariat DPRD; 
c. me lakukan verif ikasi terhadap pertanggung jawaban dan perencanaan 

Sekretariat DPRD dan DPRD; dan 
d. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Sekretaris DPRD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 39 

Bagian Keuangan, te rd i r i da r i : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran; 
b. Sub Bagian Akun tans i dan Pelaporan; dan 
c. Sub Bagian Verif ikasi. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran 

Pasal 40 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan penganggaran berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan penganggaran d ip imp in oleh Kepala Sub 
Bagian. 



Pasal 41 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan penganggaran, mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Keuangan terkai t dengan 
perencanaan dan penganggaran. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun bahan perencanaan anggaran DPRD; 
b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) ba ik m u m i m a u p u n perubahannya; 
c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

perencanaan dan penganggaran; 
d. menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD; 
e. mengkoordinasikan dan menginvetarisasi perencanaan program dar i 

bagian-bagian; 
f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan dan 

Penganggaran; dan 
g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan 

Pasal 42 

(1) Sub Bagian Akun tans i dan Pelaporan berada d ibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Keuangan. 

(2) Sub Bagian Akun tans i dan Pelaporan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 43 

(1) Sub Bagian Akun tans i dan Pelaporan, mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Keuangan terka i t dengan akuntas i dan pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Akun tans i dan Pelaporan; 
b. merencanakan penatausahaan keuangan; 
c. menyusun pengadministras ian dan p embukuan keuangan; 
d. mengkoordinasikan kepada Bendahara da lam pelaksanaan belanja dan 

pertanggung jawaban keuangan; 
e. melaksanakan pengelolaan keuangan p imp inan , anggota dan 

sekretariat DPRD; 
f. menganalisis laporan keuangan dan laporan kinerja; 
g. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; 
h . menyusun laporan pelaksanaan tugas A k u n t a n s i dan Pelaporan; dan 
i . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Sub Bagian Verifikasi 

Pasal 44 

(1) Sub Bagian Verif ikasi berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Keuangan. 

(2) Sub Bagian Verif ikasi d i p imp in oleh Kepala Sub Bagian. 



Pasal 45 

(1) Sub Bagian Verif ikasi, mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bagian Keuangan terkai t dengan verif ikasi. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun program kegiatan d ib idang verif ikasi; 
b. memeriksa, menel i t i dan meni la i surat pertanggungjawaban (SPJ) 

realisasi anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; 
c. mengkoordinasikan kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu u n t u k pengajuan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan 
(SPM UP)/ Gant i Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/ Langsung (LS) DPRD 
dan Sekretariat DPRD; 

d. member ikan peringatan a tau teguran kepada bendahara wan yang 
be lum membuat laporan; 

e. mencatat hasi l pengesahan uang surat pertanggungjawaban (SPJ) dan 
mengadakan pemeriksaan penel i t ian b u k t i penyetoran kembal i sisa; 

f. melaksanakan pembukuan secara sistematis mengenai penerimaan 
dan pengeluaran DPRD; 

g. mengadakan penel i t ian terhadap b u k u penerimaan dan pengeluaran 
serta membuat nota pendapatan pemeriksaan b u k u kas u n t u k 
mengetahui posisi keuangan; 

h . memveri f ikasi perencanaan k e b u t u h a n r u m a h tangga; 
i . memveri f ikasi k ebu tuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; 

j . mengadakan evaluasi dan menyusun laporan realisasi sesuai 
ke tentuan yang ber laku; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Verif ikasi; dan 
1. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

BAB VII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 46 
(1) Pejabat fungsional be rkedudukan dibawah dan ber tanggung jawab secara 

langsung kepada pejabat p imp inan t inggi pratama, pejabat administrator , 
a tau pejabat pengawas yang memi l i k i keterka i tan dengan pelaksanaan 
tugas Jabatan Fungsional (JF). 

(2) Pejabat fungsional memi l i k i tugas member ikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahl ian dan keterampi lan ter tentu. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional te rd i r i dar i : 
a. pejabat fungsional keahl ian; dan 
b. pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud da lam ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleh seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 

(5) J u m l a h tenaga fungsional sebagaimana d imaksud dalam ayat (1) 
d i tetapkan sesuai k e b u t u h a n dan beban kerja. 



BAB VIII 
TATA KERJA 

Pasal 47 

Dalam ha l Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas 
Sekretaris DPRD d i laksanakan oleh Pejabat yang d i t u n j u k oleh Bupat i . 

Pasal 48 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap p imp inan u n i t kerja dan kelompok 
jaba tan fungsional wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi dan 
s inkronisasi ba ik da lam l ingkungan masing-masing m a u p u n antar u n i t 
kerja d i l ingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instans i la in 
d i luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan u n i t kerja waj ib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan bi la terjadi penyimpangan agar mengambi l langkah- langkah yang 
d iper lukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggung jawab memimp in dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan member ikan b imbingan 
serta pe tun juk -pe tun juk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Setiap p imp inan u n i t kerja waj ib meng ikut i dan mematuh i pe tun juk-
pe tun juk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada wak tunya . 

(5) Setiap laporan yang d i ter ima oleh p imp inan dar i bawahan, wajib dio lah dan 
d ipergunakan sebagai bahan u n t u k penyusunan laporan lebih lan ju t dan 
u n t u k member ikan pe tun juk -pe tun juk kepada bawahan. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan wajib d isampaikan pu la kepada organisasi perangkat daerah la in 
yang secara fungsional mempunya i h u b u n g a n kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d iban tu oleh 
kepala u n i t kerja d i bawahnya dan da lam rangka pemberian b imbingan 
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

BAB XI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 49 

S t r u k t u r Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana te rcantum dalam Lampiran 
dan merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupat i i n i . 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 50 

Pada saat Peraturan Bupat i i n i m u l a i ber laku, maka Pelaksanaan tugas dan 
fungsinya Sekretariat DPRD tetap d i laksanakan oleh Pejabat yang ada dengan 
berpedoman pada Peraturan B u p a t i Nomor 52 T a h u n 2016 tentang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi serta ta ta kerja Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sampai dengan d i l ant iknya 
Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupa t i i n i . 



BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka Peraturan Bupa t i Nomor 52 
T a h u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi serta 
ta ta kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan 
d icabut dan d inyatakan t idak ber laku. 

Pasal 52 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupat i i n i dengan penempatannya da lam Beri ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan diPacitan 
Pada tanggal cp - 10 - 2021 

BUPATI PACITAN 

INDRATA NUR BAYUAJI 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal S Oktober 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

HERU WIWOHO SP 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR /?/ TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA K E R J A SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAK 
DAERAH KABUPATEN PACITAN. 

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

SEKRETARIS DPRD 

S u b Bag ian Ta ta Usaha d a n 
Kepegawaian 

S u b Bag ian R u m a h Tangga 

Sub Bagian Per lengkapan 

Bag ian Pers idangan d a n 
Perundang- U n d a n g a n 

Sub Bag ian Pers idangan d a n 
R isa lah 

Sub Bag ian Ka j ian Perundang-
U n d a n g a n 

Sub Bag ian H u m a s , Protoko l , 
dan Pub l ikas i 

I 
Bag i an Fas i l i tas i 

Penganggaran dan 
Pengawasan 

S u b Bagian Fas i l i t as i 
Penganggaran 

S u b Bagian Fas i l i tas i 
Pengawasan 

S u b Bag ian Kerjasama dan 
Aspiras i 

Sub Bagian Perencanaan dan 

Penganggaran 

S u b Bag ian A k u n t a n s i d a n 
Pe laporan 

S u b Bagian Ver i f ikas i 

BUPATI PACITAN 

INDRATA NUR BAYUAJI 


